KEPUTUSAN MENTERI FERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M 11 7 TARUN 203
TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTASI

Menimbang

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informas: dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
telah ditetapkan Standard Operating Procedure Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018,

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian
Standard Operating Procedure Pejabat  Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632
Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure
Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentas: di
Lingkungan  Kementerian  Perhubungan, belum
mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan
semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagl pakai



Mengingat

informas, kepenungan perhindungan data pnibadi, dan
aksesibilitas informasi bag penvandang disabilitas;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenlang
Pelayanan Publk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik [Indonesia
Tahun 2000 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 507 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang  Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Komist Informasi Pusat Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa



Menctapkan

PERTAMA

Informas: Publik (Benta Negara Republk Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649,

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
MNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Prozes Bisnis
dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomaor 948);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 673);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun
2021 tentang Orgamisas dan Tata Kena Kementenan
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGOAN TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI )]
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terdini atas:

a. struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure  pgabat pengelola informasi  dan
dokumentasi di lingkungan  Kementerian
Perhubungan;

b. kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;

c. mekanisme kerja; dan

d. kualifikasi/persyaratan personil yang meclaksanakan
tugas.



KEDUA

KETIGA

Struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tereantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini, terdin atas:

1. Atasan PPILD;

2. PPID Utama;

3. PPID Pelaksana; dan

4. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

Kewanban PPID di hingkungan Kementenian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PEETAMA huruf b,
discsuaikan dengan tugas dan  kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagal berikut:

1. PPID Kementerian Perhubungan wajib:

a. menyvediakan, membuka, dan memberikan informasi
publik dengan cepat dan tepat wakiu, biaya ringan
dan cara sederhana, kecuali informasi vang
dikecualikan;

b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan;

¢, membangun dan mengembangkan sistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan informasi publik;

d. membual perUimbangan sccara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
arang atas informasi publik; dan

¢. melakukan pengujian tentang konsckuensi  atas
informasi publik vang dikecualikan.

2. pelaksanaan kewajiban PPID Kementerian Perhubungan

scbagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:

a. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bagn penyandang disabilitas dengan
menyediakan sarana dan prasarana; dan



KEEMPAT

KELIMA

3.

¢, akses informasi publik bagi penyvandang disabilitas
sesual dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.
dalam menjalankan tugasnya, dalam  rangka
mendukung penyvelengeparaan Satu Data Indonesia, PPID
Eementerian  Perhubungan dapat melaksanakan
wewenang lain sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan dan/fatau berkoordinasi dengan
Walidata baik di instansi pusat maupun di instans
dacrah;

. PPID Kementerian Perhubungan dapat memberikan

bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik
kepada badan publik lainnya vang meminta, dengan
persyaratan scsuai ketentuan vang berlaku.

Pelavanan PPID dilaksanakan pada lokas:i layanan
informasi sebagai berikut:

1.

PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui websile
dan aphkas: PPID Kementernian Perhubungan; dan

. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana

Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

Mekanisme Kerja scbagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA hurul e, tercantum dalam Lampiran vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini, meliputi:

= - -

Standar Permintaan Informasi Publik:

Standar Pengajuan Keberatan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
Pendokumentasian Informasi Publik;

Standar Pengujian Konsekuensi;

Standar Permintaan Informasi Bagi Penvandang
Disabilitas Tuna Netra;



9. Standar Permintaan Informasi Bagi Penvandang
Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan

10. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyvandang
Dizabilitas Tuna Rungu.

KEENAM - Kualifikasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas
sebagnimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d,
sebagai berikut -

1. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama

Manager . Pejabat yvang memiliki  fungsi

Informasi pelaksanaan komunikasi dan
informasi publik

Manager : Pejabat yang memiliki fungsi

S1stem pengembangan sistem

Informasi teknolog informasi dan
komunikasi

Manager : Pejabat vang memiliki  atau

Dokumentas menguasal | dokumentasi  di
lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pengelola : Seluruh  unit  bagian  di

Dokumentasi lingkungan Sekretariat
Jenderal

Petugas :  Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi  dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan

2. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana

Manager : Pejabat yang memiliki fungai

Informas pelaksanaan komunikasi dan
informasi publik

Manager : Pgabat yang memibki atau

Dokumentasi menguasai  dokumentasi  di

lingkungan Inspektorat



Jenderal atau Direktorat
Jenderal dan atau Badan
Pengelola : Seluruh unit  bagan di
Dokumentasi lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat
Jenderal dan fatau Badan

Petugas :  Pegawai VANE memiliki

Informasi kompetenai  dalam  bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyvimpanan informas: seria
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat
Jenderal dan fatau Badan

Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
UPT

Manager 1  Unit yang menangani tugas
Informas: dan dan fungsi i bidang
Dokumentasi Ketatausahaan atau Humas di
Unit Pelaksana Teknis
Pengelola :  Pejabat struktural / petugas
Dokumentasi yang membidangi kehumasan
[ketatausahaan fdata/
program/ bidang i lingkungan
Unit Pelaksana Teknis
Petugas r Pegawal yang memiliki
Infarmasi kompetensi  dalam  hidang

pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan  informasi  serta
fungsional dan kehumasan di

lingkungan Unit Pelaksana
Teknis



KETUJUH

EEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas secbagaimana dimaksud dalam Dikium KETIGA
dibebankan pada:

a. PPID Utama berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

b. PFPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing unit kerja.

Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berjenjang setiap 1 (sami) tahun sckali atau
sewaktu-waktu dibutuhkan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan

pengawasan dalam pelaksanaan PPID di  lingkungan
Kementerian Perhubungan,

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Ketua Komisi Informasi Pusat;

Sckretaris Jenderal;

Inspektur Jenderal;

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Para Kepala Badan di ingkungan Kementerian Perhubungan;

Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan,

7. Para Kepala Pusat di lingkungan Sckretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan,

B. Kepala Sckretariat Komite Nasional Kesclamatan Transportasi;

9. Ketua Mahkamah Pelavaran;

10. Para Pgjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di  lingkungan
Kementerian Perhubungan.

L

S

Salinan scsual dengan aslinya
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LAMFIRAN

KREPUTUSAN MENTER] PERHUBLUNGAN
EEPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 117 TAHUN 2@22
TENTANG

STANDARD OPERATING FPROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI Dl LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBLUNGAN

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISAS] STANDARD OPERATING

PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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II.

1.

Atasan PPID
FPID Utama

Manager

Informasi

Manager
Sistem Informani

Manager
Dokumentasi

Pengelola
Dekumentas:

Petugas Informasi

PPID Pelaksana

Manager Informasi

Manager

=11 -

Menten Perhubungan

Sekretarig Jenderal

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Puhblik

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Perhubungan

1) Kepala Biro Perencanaan;

2) Kepala Biro
Organisas

J) Kepala Biro Keuangan;

4) Kepala Biro Hukum,

o) Kepala Biro Umum;

6) Kepala Biro Lavanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara,

7) Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Eelembagaan Internasional;

&) kepala Pusat Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan; dan

9) Ketua Mahkamah Pelayaran.

Kepegawaian dan

Para Eselon 111 di lingkungan Sekretarial
Jenderal

Pegawal Biro Komunikas: dan Informasi
Publik

Inspektur  Jenderal, Para Direktur
Jenderal, dan Para Kepala Badan
Sekretans Inspektorat  Jenderal, Para
Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para
Sekretaris Badan

Para Esclon Il di hngkungan Inspektorat




Iv.

Dokumentasi
Pengelola
Dokumentas:
Petugas Informasi

PPID Pelaksana
UPT

Manager Informasi
dan Daokumentasi
Pengelola
Dokumentasi

Petugas Informas:

- 12 -

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Para Eselon Il di hingkungan Inspektorat
Jenderal, Dircktorat Jenderal, dan Badan
Pegawai vang menangani bidang
kehumasan di  lingkungan Inspektorat
Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Kepala UPT

Unit yang menangani tugas dan fungs di
bidang Ketatausahaan atau Humas

Pejabat struktural / petugas Yang
membidangi kehumasan/ ketatausahaan/
data/program /bidang

Pegawal yang menangani  kehumasan /
ketatausahaan fdata/ program di
lingkungan unit kerja
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Standar Pengajuan Keberatan
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Penyelesaian SBengketa Informasi Publik
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Penyusunan Daftar Informasi Publik
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Pendokumentasian Informasi Publik
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Standar Permintaan Informasi Bagl Penyandang Disabilitas Tuna Netra
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas
yang Menggunakan Hursi Roda
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

=gl

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

e,

BUDI KARYA SUMADI
Salhnan sesual dengan aslinya




